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a dalam rangka tertib pembangunan fisik di

Kabupaten Bant
ul yang tertib d
pengaturan garis sempadan an teratur perlu ada

gzgﬁgdgilag\ rangka menindaklanjuti ketentuan garis
b angunan sebagaimana dimaksud dalam
; sal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal
4, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang

Bangunan Gedung tentang maka perlu ada pengaturan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan Bangunan,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
P.embentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15

Peraturan  Menteri Pekerjaan ~ Umum  Nomor

05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penygdiaan Dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan

Perkotaan,



. g?s;g;an Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
4 /MPE/199‘ tentang Ruang Bebas Saluran Udari
Udg Jan Tingg (SUTT) dan Ruang Bebas Salura

ara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET):

1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

No.1457 KI28IMEM/2000 tanggal 3 November 2000
tentang Kriteria tata

i ruang aspek pertambangan dan
energu;

8. Peraturan pj

2011 tentan
Bantul:

erah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun
9 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

9. Peraturan Daer

20 ah KabUpaten Bantul Nomor 05 Tahun
11

tentang Bangunan Gedung;

kan . PERATURAN BUPAT TENTANG GARIS SEMPADAN.
MenEtap

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

nalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
ah adalah Kabupaten Bantul. |
; g:r?\rerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
: penyelenggara Pemerintahan Daerah.
ti adalah Bupati Bantul. '
; giunpaas|Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKBirL\ltu;ten
‘51' Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabup
ol | bupaten Bantul
inas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupa .
: Ilzclenaasla Dirjmas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bagtulo. o
;, Safuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja

9 E:g:f; Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja

n Bantul. |
10 g:rt:;ﬁ?;en adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung

jud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
11.Bangunar:1 gegmgng?llfgduvézj;:nnya, sebagian atau seluruhnya be;:%a :;
sl di dalam tanah dan /atau air, yang t?erfungs1 sebagetu = pal
s daim/atallj kukan kegiatannya, baik untuk human.atau tempa aggun,
ir(n ari]:tsalﬁ rl?eeagamaan kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maup
eg ;

12 Eegiahir;rfht;lj::ﬁ gedung adalah bangunan yang berfungsi dan kegiatannya
.Bang

bukan sebagai bangunan gedung. ngunan gedung yang digunakan untuk
ek i) gedungr;erézr;tubaadnzazaaa gedung fungsi Khusus y:r? : ddi:?)g]t

cqnbiplosed umclijan/atau memiliki  kompleksitas tert.entku yan ngya

pem.bangunand ak penting terhadap masyarakat dan ling u:g edung i
14 g]emmb:rl,kaggdﬁnrgpuntuk kepentingan umum adalah bangunan g

.Bangun

. | ) Si



mini.mum sepanjang jalur SUTET dan SU?E?r oo Bt ol gty
17. Gar!z S(Zr:ga(;zf; Par;)tal ada[ah garis batas |Qar pengamanan pantai.
18 i borida ShoaStus Cagar budaya adalah garis batas luar
pelestarian benda cagar budaya. J

19, Radiasi adalah suatu cara perambatan i dari .
lingkungannya tanpa membutuhkan panas. ety San Snnen oo
0. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang

menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 70

(tujuh puluh) KV sampai dengan 245 (dua rat i -
standar di bidang ketenagalistrikan. ( D P T

21. As jalan adalah pertengahan badan jalan.

22. SUTET adalah singkatan dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan
kekuatan 500 (lima ratus) KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik

dari. pusat-pusaft .per.nbgngkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban
sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.

23. Sunggi besar yaitu ;ungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas
500 (lima ratus) km*® atau lebih.

24, Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang
dari 500 (lima ratus) km?

15 Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi,.

26. Dalam kawasan perkotaan adalah kawasan yang berada di dalam jalur jalan

ingkar selatan (ringroad).

97. Luar kawasan perkotaan adalah kawasan yang berada di luar jalur jalan

ingkar selatan (ringroad).

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

L Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan Gar.is Sempadan Pagar
" (GSP) maupun Garis Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan, pantai, sungai,
jaringan irigasi, jaringan listrik, cagar budaya, dan kereta api.




pe

4) Dikeﬁusgll:az r?aar? k:tenttt;an seba.gaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
untu g yang berada di tepi jalan lingkungan dan/atau jalan rukun,

maka garis sempadan bangunan ditentuk | batas
bidand tanah. an sebesar 2 (dua) meter dari bata

5 Pen;aer;cf)?:}::;[:ahan pada badan jalan harus mendapatkan persetujuan dar
pen -

BAB |V
GARIS SEMPADAN TERHADAP PANTAI

Pasal 4

(1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan pembangunan di kawasan
yang berada di tepi pantai wajib mentaati ketentuan garis sempadan.

(2) Sempadan pantai merupakan area pengaman pantai dari kerusakan atap
hencana yang ditimbulkan oleh gelombang laut seperti intrusi air laut, erosi,
abrasi. tiupan angin kencang dan gelombang tsunami.

(3) Lebar sempadan pantai dihitung dari batas air pasang tertinggi ke arah dgrat
dengan luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% (sembilan

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

(4) Besarnya garis sempadan bangunan dihitung dari dinding luar bangunan atau
kolom terluar terhadap air pasang tertinggi ke arah daratan yang besarnya

garis sempadan ditentukan paling rendah 100 (seratus) meter.

(5) Pemanfaatan lahan pada daerah dalam sempadgn pantai berupa ruang
terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan

permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak menggangu kelestarian pantai.

gamanan pantai pada daerah dalam
persetujuan dari Dinas Pekerjaan

(6) Pemanfaatan lahan untuk bangunan pen
sempadan pantai harus mendapatkan

Umum.




gesarnya gars sempadan bangunan din
kolom terluar yang besarn -
«lasifikasi sungai dan lokasi sungai.

2)

(3) Klasifikast SLNga’ SEbagaimana dimaksug pada ayat (2) meliputi sungai besar

dan sungai kecil dengan nama-nama sunaai -
 ampiran |l Peraturan Bupati ini, ungai sebagaimana tersebut dalam

kasi sungal sebagaimana dimak PR i
4) Lo maksud pada ayat (2) meliputi sungai yang
nerada dalam kawasan perkotaan dan luar kawagan [ge)rkotaa%. X

5) Yang berada dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kawasan yang berada di dalam jalan lingkar selatan Yogyakarta
(ringroad).

6) Yang berada di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kawasan yang berada di luar jalan lingkar selatan Yogyakarta

(ringroad)

7) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)
Qimuat dalam peta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Bupat

Ini.

(8) Pemanfaatan kawasan tepi sungai harus mendapatkan persetujuan pengelola
sungai.

BAB VI
GARIS SEMPADAN TERHADAP JARINGAN IRIGASI

Pasal 6

(1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan pembangunan di kawasan
yang berada di tepi sungai dan/atau jaringan irigasi wajib mentaati ketentuan
garis sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Besarnya garis sempadan untuk saluran yang bertanggul diukur dari batas tepl
kaki tanggul sebelah luar.

3) Besarnya garis sempadan untuk saluran yang tidak bertanggul diukur dari
batas tepi atas saluran.

pagar diukur dari sisi luar pagar yang besarnya

(4) Besarnya garis sempadan . .
berdasarkan ada tidaknya tanggul dan debit aliran

garis sempadan dibedakan
air.

n dihitung dari dinding luar bangunan atau

9) Besarnya garis sempadan banguna .
s sempadan dibedakan berdasarkan ada

kolom terluar yang besarnya gar
tidaknya tanggul dan debit aliran air.



a I

aliran air sebagaimana dim

ebit . aks

2 (dua) sampai den
p. antar 9€NgaN 4 (empat) ma/gefiv.
by %5 (rz)olﬁkoma Ima) sampa dengan 2 (ijet'k' .
| kurang dari 0.5 (nol koma lima) ma/gegyc -\ 8) M3/detik; dan

a saluran, debit aliran air, dan 1,

- Nam .
7 Ne™ > Lampiran IV Peraturan Bupati

es .
dalam dfnya sempadan sebagaimana tersebut

INi.

) Setiapb(e):sgg 3tiatl>1e5t2dnar;yakng akan melaksanakan pembangunan di kawasan
yang q Jan kawat jaringan transmisi wajib mentaati ketentuan
garis sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

Al

Setiapdibgl;::pngnayr; ktiadv;it l:j)arlinhgan transmisi memerlukan suatu “ruang bebas’
yang AT olenh ada satu pun b - i
atau pohon lain di dalam ruang tersebut. : b i gk Bl it

|
2)

3) Pengaturan ruang bebas sebagaimana dimaksud an
b ketentuan sgbagal berikut : C. PacayByel, 1<), 2000
a. jarak paling rend&}h.tltik tertinggi bangunan terhadap titik terendah dari
kawat penghantar jaringan transmisi; dan
b. jarak pallng (endah batas bangunan terhadap titik terluar dari kawat
penghantar jaringan transmisi.

- (@) Pengaturan ruang bgbas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana
tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

5) Jarak bebas minimum horisontal dari sumbu menara diatur sebagai berikut :
4 sirkuit tunggal dengan jarak 22 (dua puluh dua) meter untuk SUTET 500

(lima ratus) KV untuk; dan
h. sirkuit ganda dengan jarak 17 (tujuh belas) meter untuk SUTET 500 (lima

ratus) KV.

' (6) Ketinggian bangunan diukur dengan kemiringan 45 (empat puluh lima) derajat
dari titik terluar batas jarak bebas minimum horisontal sebagaimana dimaksud

pada ayat (4).

|

: (7) Gambar pengaturan ruang bebas sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
GARIS SEMPADAN TERHADAP JALUR REL KERETA API

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan pembangunan di
kawasan yang berada di tepi rel kerata api wajib mentaati ketentuan garis

sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

ereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2) Garis sempadan jalan rel K  dl el
ian rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu

adalah ditetapkan dari as ja
lurus.



Gart ta api ,
| () ang terletak di dalam galian, diupkurszbaga'mana dimaksud pada ayat (1)
serongan arl puncak galian tanah atau atas

8) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ada belokan adalah 23 (dua puluh ti . |
Eampai as jalan. P tiga) meter diukur dari lengkung dalam

9) Dalam peralilt:an Jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada jalur
tangh yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari jarak lebih
dari 11 (sebelas) meter sampai lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter.

(10) Pelebaran tersebut dimglai dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka
lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11
(sebelas) meter.

- (11) Garis sempadan jalgn rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel kereta api
terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 (tiga koma lima) meter.

BAB VIII
GARIS SEMPADAN DENGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 9

(1) Setiap orang atau Badan yang akan melaksanakan pembangunan di kawasan
yang berada di sekitar Benda Cagar Budaya (BCB) dan/atau Situs Cagar
Budaya (SCB), wajib mentaatl ketentuan garis sempadan yang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Besarnya garis sempadan paga
dihitung dari sisi luar pagar te(hada
garis sempadan bisa berhimpitan d

3) Besarnya garis sempadan bangunan dihitung dari dinding luar bangunan atau
kolom terluar terhadap batas persil BCB dan SCB yang besarnya garis
(dua) meter.

sempadan ditentukan paling rendah 2
n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila

| 4) Dikecualikan dari ketentua
BCB dan SCB berupa pagar.

5) Apabila BCB dan/atau SCB berup
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

a pagar berlaku ketentuan garis sempadan

|




————— YT

getiap orang gtau badan m
peringatan tertulis. elanggar ketentuan garis sempadan diberikan

(1)

peringatan tertulis sebagaimana d
2) iga) kal berturutturut dengan 1 'Maksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3

e . . ,
kerja. 99ang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari

peringatan tertulis sebagaimana
pinas Pekerjaan Umum dengan t

cca“makSUd pada ayat (1) dikeluarkan oleh
mbusan Dinas Perijinan dan Satuan Polisi

(3)

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas

pekerjaan Umum bekerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

~ Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

- Nomor3 5 Tahun 2011
. Tanggal - § JUL 2011

Ditetapkan di_Bantul
pada tanggal = § JUL 2011

Dimuat dalari Berita Daerah Kabupaten Bantul

7
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